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Bagian Kelima Angka 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras
dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, menetapkan dan menyalurkan kebijakan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat
berpendapatan rendah yang secara khusus diinstruksikan kepada Perum Badan Urusan Logistik (BULOG). Namun, dalam
pelaksanaannya banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan beras tersebut. Sehingga tujuan kebijakan bansos rastra
untuk kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang mengapa banyak penduduk miskin yang di Gampong Limpok
tidak mendapatkan bantuan sosial beras rastra, faktor penghambat tidak terpenuhinya hak penduduk miskin dan bagaimana upaya
dalam menyelesaikan pemenuhan hak penduduk miskin di Gampong Limpok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan
melakukan wawancara dengan responden dan informan sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu
mengacu pada buku-buku, surat kabar dan  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
terkait dengan pokok permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa banyak penduduk berpendapatan rendah di Gampong Limpok tidak terpenuhi haknya dalam
mendapatkan bansos rastra dikarenakan data keluarga penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tidak akurat.
Faktor dari tidak terpenuhinya hak penduduk berpendapatan rendah yaitu, data penerima bansos rastra tidak tepat sasaran, tidak
tepat waktu penyaluran dan masih adanya penetapan harga/pungutan biaya yang ditetapkan oleh aparatur Gampong. Untuk
menyelesaikan permasalahan ini, upaya yang dilakukan yaitu memberikan keleluasaan kepada Gampong untuk membuat keputusan
melalui musyawarah gampong untuk menentukan penduduk berpendapatan rendah yang berhak menerima bansos rastra juga
melakukan sosialisasi, pemantauan serta evaluasi terkait dengan data penerima bansos rastra .
Diharapkan kepada Kementerian Sosial untuk memverifikasi dan memvalidasi data penduduk miskin terbaru, agar mempermudah
dalam memberikan bantuan serta memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi penduduk berpendapatan rendah dalam
memenuhi haknya sebagai warga negara yang dilindungi. 
